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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan

huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

أ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ب  Ba B Be

ت  Ta T Te

ث  Ṡa ṡ es (dengan titik di atas)

ج Jim J Je

ح Ḥa ḥ ha (dengan titik di
bawah)

خ Kha Kh ka dan ha

د Dal D De

ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas)

ر Ra R er
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ز Zai Z zet

س Sin S es

ش Syin Sy es dan ye

ص Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)

ض Ḍad ḍ de (dengan titik di
bawah)

ط Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)

ظ Ẓa ẓ zet (dengan titik di
bawah)

ع `ain ` koma terbalik (di atas)

غ Gain G ge

ف Fa F ef

ق Qaf Q ki

ك Kaf K ka

ل Lam L el

م Mim M em

ن Nun N en

و Wau W we

ھ Ha H ha

ء Hamzah ‘ apostrof

ي Ya Y ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ـَ Fathah A a

ـِ Kasrah I i

ـُ Dammah U u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

يَْ... Fathah dan ya Ai a dan u

وَْ... Fathah dan wau Au a dan u

Contoh:

- كَتَبَ  kataba

- فَـعَلَ  fa`ala

- سُئِلَ  suila

- كَيْفَ  kaifa

- حَوْلَ  haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
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Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah
Huruf Arab Nama Huruf

Latin
Nama

اَ...ىَ... Fathah dan alif atau
ya

Ā a dan garis di atas

ىِ... Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas

وُ... Dammah dan wau Ū u dan garis di atas

Contoh:

- قاَلَ  qāla

- رَمَى ramā

- قِيْلَ  qīla

- يَـقُوْلُ  yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- طْفَالِ لأَ رَؤْضَةُ ا raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِيْـنَةُ الْمُنـَوَّرةَُ  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
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- طلَْحَةْ  talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَـزَّلَ  nazzala

- البرُِّ  al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ,ال

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai

dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ  ar-rajulu

- الْقَلَمُ  al-qalamu

- الشَّمْسُ  asy-syamsu

- لُ الجَْلاَ  al-jalālu
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G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تأَْخُذُ  ta’khużu

- شَيئٌ  syai’un

- النـَّوْءُ  an-nau’u

- إِنَّ  inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- رُ الرَّازقِِينَْ  وَ إِنَّ االلهَ فَـهُوَ خَيـْ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- مُرْسَاهَابِسْمِ االلهِ مجَْراَهَا وَ   Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri
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itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَْمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَْ  Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحمْنِ الرَّحِيْمِ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf

kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- االلهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ  Allaāhu gafūrun rahīm

- يـْعً لأُ للِّهِ ا امُوْرُ جمَِ Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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MOTTO

“Tugas manusia hanya berjuang, bukan memaksakan hasil. Kita punya kendala

tapi Allah punya kendali. Yakinlah jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada

kata mustahil.”

(Ustadz Hanan Attaki)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri, taka ada yang tahu

kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu.”

-Hindia



xv

ABSTRAK

Khamilatus Sholikhah (10222084), 2026, Praktik Penggunaan Logo Halal
Tanpa Sertifikasi Resmi pada Produk UMKM (Studi di Paguyuban Pasar
Tiban Delegtukang) Dosen Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kewajiban
untuk memberikan jaminan perlindungan konsumen dalam hal kehalalan produk.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)
mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat
halal resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, di
tengah kewajiban tersebut, ditemukan fenomena penggunaan logo halal tanpa
sertifikasi resmi yang masih marak dilakukan oleh pelaku UMKM, salah satunya
di Paguyuban Pasar Tiban Delegtukang. Dari sekitar 40 pelaku usaha yang aktif di
pasar tersebut, terdapat sekitar 8 pelaku usaha yang mencantumkan logo halal pada
produknya tanpa memiliki sertifikat halal yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk:
mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku UMKM menggunakan
logo halal tanpa memiliki sertifikat resmi; dan mengetahui akibat hukum bagi
pelaku usaha yang menggunakan logo halal secara ilegal tersebut. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu menganalisis hukum tidak
hanya dari sisi normatif tetapi juga dari realitas yang terjadi di masyarakat.
Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data primer
diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan para pelaku usaha di Pasar
Tiban Delegtukang, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-
undangan, jurnal hukum, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara
kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku UMKM
menggunakan logo halal tanpa sertifikasi resmi antara lain: minimnya pengetahuan
mengenai prosedur pendaftaran sertifikasi halal, persepsi bahwa proses sertifikasi
terlalu rumit, keterbatasan modal dan biaya, anggapan bahwa usaha berskala kecil
tidak memerlukan sertifikat halal, serta kurangnya pengawasan dari pihak yang
berwenang. Adapun penggunaan logo halal tanpa sertifikat resmi tersebut
menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administratif dan sanksi pidana
sebagaimana diatur dalam UU JPH, serta melanggar hak konsumen atas informasi
yang benar sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Tindakan tersebut juga bertentangan dengan
prinsip kepastian hukum dan mencerminkan adanya kesenjangan antara law in the
books dengan law in action dalam penegakan regulasi sertifikasi halal di Indonesia.

Kata Kunci: Logo Halal, Sertifikasi Halal, UMKM, Jaminan Produk Halal,
Perlindungan Konsumen
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ABSTRACT

Khamilatus Sholikhah (10222084), 2026, The Practice of Using the Halal Logo
Without Official Certification on UMKM Products (A Study at the Tiban
Delegtukang Market Association) Supervisor: Abdul Hamid, M.A.

As a country with a majority Muslim population, Indonesia is obliged to
provide consumer protection guarantees regarding product halalness. Law Number
33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (UU JPH) requires all products
distributed in Indonesia to have an official halal certificate from the Halal Product
Guarantee Agency (BPJPH). However, despite this obligation, the widespread use
of halal logos without official certification by UMKM is still found, one example
being the Tiban Delegtukang Market Association. Of the approximately 40
businesses active in the market, approximately eight businesses display the halal
logo on their products without a valid halal certificate.

This study aims to: identify the factors underlying UMKM use of halal logos
without official certification; and to determine the legal consequences for
businesses that use halal logos illegally.

The research method used is empirical juridical, analyzing the law not only
from a normative perspective but also from the realities of society. The approaches
employed include a statutory and conceptual approach. Primary data were
obtained through semi-structured interviews with business owners at Tiban
Delegtukang Market, while secondary data were obtained from laws and
regulations, legal journals, and related literature. Data analysis was conducted
qualitatively, drawing conclusions deductively.

The results indicate that factors underlying UMKM use of halal logos without
official certification include: limited knowledge of halal certification registration
procedures, the perception that the certification process is too complicated, limited
capital and costs, the assumption that small-scale businesses do not require halal
certification, and a lack of oversight from the authorities. The use of the halal logo
without an official certificate carries legal consequences in the form of
administrative and criminal sanctions as stipulated in the JPH Law, and violates
consumers' right to accurate information as guaranteed by Law Number 8 of 1999
concerning Consumer Protection. This action also contradicts the principle of legal
certainty and reflects a gap between the law on the books and the law in action in
enforcing halal certification regulations in Indonesia.

Keywords: Halal Logo, Halal Certification, UMKM, Halal Product Guarantee,
Consumer Protection
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar penduduk Indonesia yaitu beragama Islam. Berdasarkan

data yang dikumpulkan oleh Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI),1

diperkirakan penduduk muslim Indonesia berjumlah mencapai sekitar 249,82

juta pada tahun 2025. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim

memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan terhadap

konsumen Muslim, khususnya terkait konsumsi produk pangan yang sesuai

dengan syariat. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk

menjamin kepastian hukum bagi warga negara berkaitan dengan sertifikasi

kehalalan barang. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, otoritas terkait

memberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

Produk Halal (UU JPH) sebagai landasan hukumnya.

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang perlindungan konsumen. regulasi

ini menetapkan kriteria terkait upaya pemenuhan Persyaratan Produk Halal atau

yang biasa disebut PPH, mencakup kegiatan penyediaan bahan baku, produksi,

penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penampilan

produk. Sertifikasi halal berfungsi untuk menentukan status kehalalan suatu

produk, dimana hal tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan hak

konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8

1 Syarifah Ayudewi, Sinta Camiliatul Maghfiro, and Najmuz Zuhhad, “Pencantuman Logo
Halal Secara Ilegal Menurut Hukum Pidana Islam,” Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum 4,
no. 5 (2023): 428.
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Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa

"perlindungan konsumen bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat

konsumen dengan cara mencegahnya dari akses negatif terhadap konsumen”.

Tingkat kepercayaan pelanggan terhadap status kehalalan produk tersebut

menentukan frekuensi pembeliannya.2

Lahirnya UUJPH membawa perubahan paradigma yang sangat

fundamental, yaitu mengubah prosedur sertifikasi halal dari yang sebelumnya

bersifat sukarela (Voluntary) menjadi wajib (mandatory).3 Pasal 4 UU JPH

mewajibkan seluruh produk yang memasuki, beredar, dan diperjualbelikan di

wilayah Indonesia diwajibkan sudah memiliki sertifikasi halal.4 Ketentuan ini

diperkuat melalui regulasi pendukung berupa Peraturan Pemerintah Nomor 39

Tahun 2021 serta Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, yang

menetapkan batas waktu pada tanggal 17 Oktober 2024 sebagai akhir periode

sertifikasi halal tahap pertama bagi produk makanan dan minuman.

Label harus dicantumkan secara transparan dan jelas sehingga

menunjukkan bahwa pelaku usaha benar-benar berusaha untuk mengembalikan

hak-hak konsumen.5 Namun, di tengah gencarnya transformasi regulasi ini,

terdapat realitas yang kontradiktif di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2 Aisah, “Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Guna Memberikan
Kepastian Hukum Bagi Konsumen Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan
Produk Halal” (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 4.

3 Syahrul Bakti Harahap and Alkausar Saragih, “Sertifikat Halal Pada Kemasan Produk
Makanan Usaha Mikro Kecil Tanpa Izin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” Jurnal
LP2M UMNAW 8, no. 1 (2023): 66.

4 Riska Marella Evelyna, Tarmidzi, and Mubarok, “Legalitas Sertifikasi Halal Produk
Makanan Dan Minuman Impor,” El Hisbah 5, no. 2 (2025): 157.

5 Syifa Amalia Putri, “Implikasi Yuridis Dalam Penggunaan Label Pada Makanan Yang
Belum Bersertifikat Halal (Studi Di Kota Mataram)” (Universitas Mataram, 2024), 2.
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(UMKM). Pelaku UMKM banyak yang mencantumkan logo halal pada label

kemasannya tanpa melalui prosedur sertifikasi resmi yang ditetapkan oleh Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Logo yang digunakan

bervariasi, mulai dari penggunaan logo halal lama (MUI) secara ilegal,

pencantuman tulisan Arab "Halal", hingga pembuatan simbol menyerupai logo

resmi yang didesain secara mandiri.6 Hal ini sering kali dilakukan salah satunya

oleh pelaku usaha paguyuban pasar tiban Delegtukang dengan alasan efisiensi

pemasaran untuk membangun kepercayaan konsumen secara instan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), Usaha Mikro

didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang telah memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro sesuai ketentuan

undang-undang. Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 UU UMKM mengartikan Usaha

Kecil sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan maupun

cabang dari perusahaan lain, baik yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

dari Usaha Menengah maupun Usaha Besar. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 UU

UMKM menyebutkan Usaha Menengah sebagai usaha ekonomi produktif yang

berdiri sendiri, dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak

perusahaan atau cabang perusahaan, serta bukan bagian baik langsung maupun

tidak langsung dari Usaha Kecil ataupun Usaha Besar.7 Adapun batasan suatu

6 Harahap and Saragih, “Sertifikat Halal Pada Kemasan Produk Makanan Usaha Mikro Kecil
Tanpa Izin Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” 66.

7 Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.
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usaha dapat digolongkan ke dalam skala mikro, kecil, atau menengah diatur

dalam Pasal 6 UU UMKM berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil

penjualan tahunan. Pasal 6 ayat (1) UU UMKM menetapkan kriteria Usaha

Mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah). Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) UU UMKM menetapkan kriteria

Usaha Kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta

rupiah). Sementara itu, Pasal 6 ayat (3) UU UMKM menetapkan kriteria Usaha

Menengah, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

miliar rupiah). Kriteria tersebut kemudian menjadi acuan dasar yang terus

disesuaikan melalui peraturan pelaksana seiring perkembangan perekonomian

nasional. Sebagai pelaku usaha, UMKM turut menjadi subjek hukum yang wajib

tunduk pada ketentuan UU JPH, sehingga kewajiban sertifikasi halal berlaku
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pula bagi produk pangan yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro sekalipun,

termasuk para pedagang di paguyuban pasar tiban Delegtukang.

Paguyuban pasar tiban merupakan salah satu bentuk kegiatan perdagangan

informal yang memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian

masyarakat kecil. Berdasarkan hasil observasi awal, kurang lebih terdapat

sekitar 40 pelaku usaha yang aktif berjualan di pasar tiban tersebut. Namun,

seluruh pelaku usaha tersebut diketahui belum memiliki sertifikat halal atas

produk yang mereka perdagangkan. Dari keseluruhan pelaku usaha, hanya

terdapat satu pelaku usaha yang pernah mencoba mendaftarkan sertifikasi halal,

tetapi proses tersebut tidak berhasil atau gagal. Lebih lanjut, ditemukan bahwa

sekitar 10 pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal tetapi tetap

mencantumkan atau menggunakan logo halal pada produk yang dijual. Kondisi

ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai kewajiban sertifikasi halal dengan praktik yang terjadi di

lapangan. Adapun alasan yang dikemukakan oleh para pelaku usaha terkait

belum dimilikinya sertifikat halal antara lain karena sebagian besar belum

mengetahui prosedur dan tata cara pendaftaran sertifikasi halal, menganggap

prosesnya rumit, terkendala biaya, serta adanya anggapan bahwa usaha skala

kecil seperti yang mereka jalankan tidak memerlukan sertifikat halal. Beberapa

pelaku usaha juga menyatakan keterbatasan modal sebagai hambatan utama

untuk mengurus sertifikasi tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya

kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai kewajiban sertifikasi halal

dengan realitas pelaksanaannya di tingkat pelaku usaha pasar tiban.
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Hal ini tidak hanya bertentangan dengan UU JPH, tetapi juga bertentangan

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 8 ayat (1) huruf h UU Perlindungan Konsumen secara jelas melarang para

pedagang untuk menjual produk yang tidak sesuai dengan kriteria halal

sebagaimana yang dinyatakan dalam label.8 Penggunaan logo halal "palsu"

menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan konsumen, karena

tidak ada jaminan bahwa bahan baku, proses produksi, hingga pendistribusian

produk tersebut benar-benar telah melalui audit yang sesuai dengan standar

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Meskipun pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan bagi

UMKM, seperti program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) melalui skema

pernyataan pelaku usaha (self-declare), fenomena penggunaan logo halal tanpa

izin masih marak terjadi. Hal ini salah satu yang berpengaruh pada rendahnya

pelaku usaha yang sadar akan sertifikat halal yaitu pada prosesnya, menurut

pelaku usaha proses sertifikasi halal masih terlalu rumit dalam mengurus surat-

suratnya.9 Maka dalam hal ini mengindikasikan adanya celah dalam penegakan

hukum dan pengawasan di lapangan, serta rendahnya literasi hukum pelaku

usaha mengenai konsekuensi pidana maupun administratif dari klaim halal

sepihak.

8 Purwanti Paju, “Jaminan Sertifikat Produk Halal Sebagai Salah Satu Perlindungan Terhadap
Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” Lex
Crimen V, no. 5 (2016): 111.

9 Sholahuddin Al-Fatih, “Urgensi Sertifikasi Halal MUI Bagi Pengusaha Makanan Dan
Minuman Di Kota Malang,” Jurnal Dedikasi Hukum 2 (2022): 68.
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Kesenjangan antara norma hukum yang mewajibkan sertifikasi halal

dengan fakta penggunaan logo halal ilegal di masyarakat menciptakan suatu

permasalahan hukum yang urgen untuk dikaji. Ketidakjelasan penegakan sanksi

dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus ini dikhawatirkan dapat

mendegradasi integritas label halal nasional di mata dunia. Oleh karena itu,

penelitian ini bertujuan untuk membedah secara kritis dari sudut pandang yuridis

mengenai bagaimana kedudukan logo halal yang digunakan tanpa sertifikat

resmi dan bagaimana konsekuensi hukum yang seharusnya diterima oleh pelaku

UMKM tersebut berdasarkan kerangka hukum positif di Indonesia.10

Berdasarkan faktor-faktor tersebut peneliti merasa terdorong serta memiliki

ketertarikan untuk melaksanakan suatu kajian ilmiah mengenai hal tersebut di

atas dengan judul “PRAKTIK PENGGUNAAN LOGO HALAL TANPA

SERTIFIKASI RESMI PADA PRODUK UMKM (Studi di Paguyuban

Pasar Tiban Delegtukang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang melatarbelakangi pelaku UMKM menggunakan logo halal

tanpa memiliki sertifikat resmi?

2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha terhadap penggunaan logo halal

ilegal tersebut?

10 Ariyanti, “Pencantuman Label Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,” Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 5, no. 1
(2025): 175.
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pelaku UMKM dalam

menggunakan logo halal tanpa memiliki sertifikat resmi.

2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan logo

halal ilegal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan sumbangan dalam

kemajuan studi hukum, terutama dalam aspek hukum administrasi dan

hukum perlindungan konsumen terkait dengan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Penjaminan Produk Halal (UU

JPH).

b. Hasil dari studi ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau literatur

untuk peneliti di waktu yang akan datang yang ingin mendalami lebih

lanjut tentang efektivitas regulasi sertifikasi halal dan permasalahan

hukum di sektor UMKM di Indonesia.

c. Agar dapat memberikan gambaran teoritis mengenai kesesuaian antara

aturan normatif dalam UU JPH dengan realita penegakan hukum terhadap

klaim halal sepihak (self-claim yang tidak sesuai prosedur).

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha (UMKM): Sebagai wadah untuk mendapatkan

informasi dan edukasi mengenai pentingnya legalitas sertifikasi halal agar
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pelaku usaha terhindar dari sanksi hukum dan dapat meningkatkan daya

saing produk secara resmi.

b. Bagi Pemerintah (BPJPH & Kemenag): Sebagai bahan masukan atau

evaluasi dalam merumuskan kebijakan pengawasan dan sosialisasi

sertifikasi halal yang lebih efektif, terutama bagi sektor usaha mikro dan

kecil.

c. Bagi Konsumen: Memberikan edukasi hukum agar konsumen lebih cerdas

dalam mengidentifikasi logo halal yang resmi dan memahami hak-hak

mereka untuk mendapatkan informasi produk yang jujur dan benar.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menemukan berbagai konsep mengenai

subjek penelitian yang akan dijadikan landasan teoritis untuk penelitian ini,

yaitu meliputi:

1. Teori Kepastian Hukum

Sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah

salah satu sasaran dari hukum, serta dapat diartikan bahwa kepastian hukum

yaitu sebagai bagian dari usaha untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum

itu sendiri memiliki wujud yang jelas, yakni penerapan dan penegakan hukum

atas suatu tindakan, tanpa mempedulikan siapa pelaku dari tindakan tersebut.

Menurut pandangan Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum,

terdapat empat aspek utama yang berhubungan dengan konsep tersebut,

yaitu:11

11 Gustav Radbruch, Legal Philosophy (Oxford University Press, 1950).
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a. Hukum merupakan sesuatu yang bersifat positif, artinya hukum positif

adalah produk legislasi.

b. Hukum dibangun di atas fakta, yang mengindikasikan bahwa hukum

diciptakan berdasarkan realitas.

c. Fakta-fakta yang ada dalam undang-undang perlu dirumuskan secara jelas

agar terhindar dari ambiguitas dan untuk memudahkan pelaksanaan.

d. Hukum positif seharusnya tidak mudah untuk diubah.

Pandangan Gustav Radbruch tentamg kepastian hukum berlandaskan

pada keyakinan bahwa kepastian hukum itu sama dengan kepastian hukum

itu sendiri. Menurut penjelasannya tentang kepastian hukum, Gustav

Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan hasil dari hukum

atau, lebih tepatnya, dari peraturan perundang-undangan.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merujuk pada semua tindakan yang

menciptakan kepastian hukum untuk melindungi konsumen, dengan

berlandaskan pada asas-asas yang terkandung dalam perlindungan

konsumen.12 Perlindungan konsumen diperlukan untuk menjamin hak

konsumen atas informasi yang benar, keamanan, dan perlakuan yang adil

dalam kegiatan pemasaran. Kotler dan Keller menegaskan bahwa perusahaan

mempunyai tanggung jawab etis dan sosial untuk memastikan produk yang

12 Niru Anita Sinaga and Nunuk Sulisrudatin, “Pelaksanaan Perlindungan Knsumen Di
Indonesia,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 5, no. 2 (2015): 76.
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dipasarkan tidak merugikan konsumen serta memberikan nilai yang sesuai

dengan harapan konsumen.13

F. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan merujuk pada hasil studi sebelumnya, tujuannya

yaitu untuk mengidentifikasi perkembangan suatu masalah dengan menyoroti

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, terlepas dari

apakah studi tersebut telah diterbitkan atau belum. Selain itu, penelitian yang

relevan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk memastikan

keaslian penelitian baru. Lima penelitian yang relevan terkait dengan studi ini

adalah sebagai berikut;

Pertama, tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap

Produk Label Halal Palsu”, yang ditulis oleh Regia Naomi, Mahasiswa Program

Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun

2025.14 Dalam skripsinya, peneliti membahas tentang pelaksanaan perlindungan

konsumen terkait produk yang menggunakan label halal palsu, dan faktor-faktor

yang berpengaruh pada perlindungan konsumen terhadap produk label halal

palsu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kesamaan antara tesis tersebut

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pembahasan

perlindungan konsumen. Dan perbedaannya terdapat pada metode penelitian

yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, sedangkan dalam penelitian ini

menggunakan yuridis empiris.

13 Kotler et al., Marketing Management (Person Education, 2016).
14 Regia Naomi, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Label Halal Palsu”

(Universitas Islam Sultan Agung, 2025), 6.
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Kedua, penelitian tesis yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap

Pemalsuan Sertifikasi dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal”, yang ditulis

oleh Nadiah, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014.15 Dalam skripsinya, peneliti

membahas tentang aturan tentang sertifikasi halal bagi produk makanan serta

aspek hukum yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Dengan

demikian, dapat diketahui bahwa persamaan antara skripsi ini dan penelitian

yang penulis lakukan terletak pada pembahasan perlindungan konsumen. Dan

perbedaannya terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis

normatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris.

Ketiga, penelitian skripsi yang berjudul “Legalitas Penggunaan Label

Halal pada Produk Makanan Kaki Lima dan UMKM Pedurungan Kota

Semarang (Tinjauan Undang-Undang No.33 tahun 2014 Tentang Jaminan

Produk Halal)”, yang ditulis oleh Dini Syamarina Afidah, Mahasiswa Program

Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

pada tahun 2022.16 Dalam skripsinya, peneliti membahas tentang pemahaman

pelaku usaha kaki lima dan UMKM serta tinjauan hukum jaminan sertifikasi

halal terhadap produk pangan kaki lima dan UMKM. Dengan demikian, dapat

diketahui bahwa persamaan antara skripsi ini dan penelitian yang penulis

lakukan yaitu sama-sama menggunakan tinjauan Undang-Undang No. 33 Tahun

15 Nadiah, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Pencantuman
Label Halal Secara Ilegal” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 5.

16 Dini Syamarina Afidah, “Legalitas Penggunaan Label Halal Pada Produk Makanan Kaki
Lima Dan UMKM Di Perundungan Kota Semarang (Tinjauan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 5.
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2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian

tersebut membahas pemahaman para pedagang kaki lima dan UMKM tehadap

penggunaan label halal.

Keempat, penelitian jurnal ilmiah yang berjudul “Implikasi Yuridis dalam

Penggunaan Label Halal pada Makanan yang Belum Bersertifikat Halal (Studi

di Kota Malang)”, yang ditulis oleh Syifa Amalia Purti, Mahasiswa Universitas

Mataram pada tahun 2024.17 Dalam penelitiannya membahas tentang

penggunaan logo halal pada produk makanan yang belum mempunyai sertifikat

halal dan Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengawasi terhadap

pemakaian logo halal pada produk makanan di kota Mataram. Dengan demikian

dalam jurnal penelitian ini dapat dilihat terdapat persamaan dengan penelitian

yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas label halal yang digunakan pada

produk makanan yang beluum memiliki sertifikat halal. Sedangkan letak

perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut membahas tentang upaya

pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan label halal pada

produk makanan, serta menggunakan pendekatan sosiologis.

Kelima, skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap

Produk Makanan yang Tidak memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus Metro Utara

Kota Metro)”, yang ditulis oleh Rina Yulianti, Mahasiswa Jurusan Hukum

Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2023.18

17 Putri, “Implikasi Yuridis Dalam Penggunaan Label Pada Makanan Yang Belum
Bersertifikat Halal (Studi Di Kota Mataram),” 3.

18 Rina Yulianti, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Yang Tidak
Memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus Metro Utara Kota Metro)” (Institut Agama Islam Negeri
Metroo, 2023), 8–9.
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Dalam studi yang dilakukannya, ia mengkaji kewajiban para penjual pada

produk makanannya yang belum memiliki sertifikat halal serta pencantuman

logo halal palsu pada produknya. Persamaan dalam penelitian skripsi ini yaitu

sama-sama membahas tentang penggunaan logo halal tanpa adanya sertifikat

resmi. Sedangkan letak perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut membahas

tanggung jawab pelaku usaha pada produk pangan yang belum memiliki

sertifikat halal.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada cara yang digunakan dalam

melaksanakan sebuah penelitian. Berdasarkan pendapat Sugiyono, metode

penelitian yaitu langkah-langkah ilmiah untuk mengumpulkan data yang sahih,

yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan, mengembangkan, serta

membuktikan hasil tertentu yang bisa digunakan untuk memahami,

menyelesaikan, dan memprediksi berbagai masalah.19 Berbagai teknik di bawah

ini diterapkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian

ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris.

yuridis empiris merupakan metode penelitian yang menganalisis hukum tidak

hanya dari segi norma atau peraturan tertulis, tetapi juga dari keadaan yang

ada di Masyarakat. Pendekatan ini memahami hukum bukan sekadar sebagai

19 Ika Atikah, Metode Penelitian Hukum, ed. Zulfa (Haura Utama, 2022), 6.
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regulasi normatif, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang dapat diamati,

diteliti, dan dievaluasi secara langsung di lapangan.20

Yuridis dalam konteks ini mengacu pada hukum yang dipandang

sebagai norma atau ‘das sollen’, karena sumber-sumber hukum (baik yang

tercatat maupun yang tidak, serta sumber hukum utama dan tambahan)

diterapkan untuk membahas masalah-masalah dalam penelitian ini.

Sementara itu, empiris berarti melihat hukum sebagai suatu kenyataan sosial

dan budaya atau ‘das sein’, karena penelitian ini memanfaatkan data primer

yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.

Langkah-langkah yang dilakukan di lapangan terkait penelitian ini yang

pertama yaitu, peneliti menentukan subjek penelitian, yaitu pelaku UMKM

yang menjual produk makanan dan minuman, serta menyusun instrumen

wawancara untuk menggali informasi terkait penggunaan logo halal pada

pedagang di pasar tiban Delegtukang.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik

UMKM. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen, seperti

peraturan perundang-undangan dan pedoman Badan Penyelenggara Jaminan

Produk Halal (BPJPH).

Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan

ketentuan hukum dengan praktik di lapangan untuk menemukan kesenjangan

20 Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 28–29.
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atau kendala. Kesimpulan ditarik secara deduktif dari hukum yang bersifat

umum menuju temuan khusus di pasar tiban.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undngan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu metode

penelitian yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai

sumber rujukan utama dalam pelaksanaan penelitian. Pendekatan ini

umumnya berfungsi untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang

pada perumusannya masih memiliki kelemahan atau justru berpotensi

menimbulkan praktik penyimpangan, baik pada tataran teknis maupun

pada penerapannya di lapangan. Pelaksanaan pendekatan ini dilakukan

dengan meneliti seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang

berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.21

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual merupakan metode yang berlandaskan

pada perspektif dan ajaran yang muncul dalam bidang ilmu

hukum. Dengan meneliti beragam perspektif dan ajaran tersebut, para

peneliti mampu mengidentifikasi ide-ide yang menyusun pemahaman

hukum, konsep konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukumyang relevan

dengan permasalahan yang sedang dihadapi.22

21 Atikah, Metode Penelitian Hukum, 57. 57.
22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: K E N C A N A, 2017), 177.
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3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari

sumbernya oleh pengumpul data.23 Data ini didapatkan dengan cara terjun

langsung di lapangan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan

narasumber, yaitu pihak-pihak yang terdapat keterkaitan dengan penelitian

ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder didapat dari macam-macam literatur, seperti

dokumen, buku-buku, dan jurnal, yang pembahasannya

berkesinambungan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan maka harus

mengumpulkan data demi mencapai target penelitian. Data yang diperoleh

melalui pengukuran tertentu akan menjadi fondasi bagi peneliti dalam

mengembangkan argumen yang logis menjadi fakta, yang kemudian akan

diperiksa keakuratannya. Oleh karena itu, teknik yang akan digunakan

peneliti dalam mengumpulkan data yaitu metode wawancara dan studi

pustaka.

23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019),
225.
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a. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan

interaksi langsung antara peneliti dan informan melalui penyampaian

pertanyaan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Metode yang

diterapkan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu wawancara semi-

terstruktur, di mana wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan

yang mencakup aspek-aspek penting yang perlu ditanyakan kepada

informan yang ditentukan oleh peneliti.24

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah metode dalam mengumpulkan informasi

yang mencakup mencari, membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai

bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan

pustaka tersebut meliputi buku-buku ilmiah, jurnal hukum, tesis, disertasi,

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi

lainnya.25

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang diterapkan untuk menganalisis data dalam penelitian ini

adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

Informasi yang diambil dari sumber hukum dianalisis dengan cara

24 Yulianti, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Memiliki
Sertifikat Halal (Studi Kasus Metro Utara Kota Metro),” 45.

25 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)
(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13–24.
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menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang

berlaku dengan permasalahan yang diteliti.26

Analisis data dilakukan dengan menggambarkan secara jelas ketentuan

hukum yang mengatur kewajiban sertifikasi halal serta penggunaan logo halal

pada produk UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan pelaksanaannya,

atau dapat disebut juga dengan analisis deskriptif.

Proses menganalisis data dalam penelitian ini mencakup beberapa

tahap. Yang pertama, mengumpulkan dan mengelompokkan data hukum

sesuai dengan rumusan masalah penelitian, seperti faktor penyebab pelaku

UMKM menggunakan logo halal tanpa sertifikasi resmi, ketentuan hukum

mengenai penggunaan logo halal, serta aturan perlindungan konsumen.27

Kedua, data yang telah dikelompokkan tersebut dianalisis dengan

menafsirkan isi pasal-pasal peraturan perundang-undangan menggunakan

penafsiran hukum, sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari

pengaturan sertifikasi halal dan larangan penggunaan logo halal tanpa

sertifikat resmi.28

Ketiga, hasil penafsiran tersebut diuraikan secara kualitatif untuk

menjelaskan tinjauan hukum terhadap penggunaan logo halal ilegal serta

26 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat) (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.

27 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: K E N C A N A, 2017), 13.
28 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty,

2014), 57.
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wujud perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang

dirugikan.29

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara

deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat

umum menuju permasalahan hukum yang bersifat khusus sesuai dengan

rumusan masalah penelitian.30

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan dan tata urut penulisan skripsi yang

disusun secara sistematis dan terstruktur untuk menyajikan gambaran

menyeluruh tentang isi skripsi, sehingga mempermudah pembaca dalam

mengikuti alur pembahasan dari awal sampai akhir. Sistematika penulisan dalam

penelitian ini tersusun dalam 5 bab, di mana setiap bab terdiri dari sub-bab yang

diuraikan dan memerlukan pembahasan lebih detail, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori,

penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, metode

penelitian, serta sistematika penulisan.

29 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia,
2012), 295.

30 Zaenuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, ed. Leny Wulandari (Jakarta: Sinar Grafika,
2009).
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BAB II Landasan Teori

Bab ini memuat deskripsi tentang berbagai teori yang diterapkan

dalam penelitian ini, yaitu teori kepastian hukum, teori tanggung

jawab hukum, serta teori perlindungan konsumen.

BAB III Hasil Penelitian

Berisi mengenai hasil penelitian di lapangan yang diperoleh melalui

wawancara secara langsung terhadap narasumber maupun studi

literatur, yaitu membahas mengenai penggunaan logo halal tanpa

adanya sertifikat resmi pada produk UMKM pada paguyuban pasar

tiban di Desa Delegtukang.

BAB IV Pembahasan Penelitian

Bab ini berisi mengenai analisis isi dari hasil penelitian yang bertujuan

untuk menjawab rumusan masalah mengenai faktor yang

melatarbelakangi pelaku UMKM menggunakan logo halal tanpa

memiliki sertifikat resmi dan akibat hukum mengenai penggunaan

logo halal illegal.

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan utama dari hasil penelitian yang

diperoleh, sekaligus disertai dengan saran berdasarkan hasil penelitian

tersebut.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat

disimpulkan bahwa penggunaan logo halal tanpa sertifikasi resmi oleh pelaku

UMKM di pasar tiban Delegtukang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan

hukum yang berlaku. Praktik ini muncul karena berbagai faktor yaitu:

1. Faktor yang paling dominan adalah rendahnya pemahaman dan literasi

hukum pelaku usaha terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2014 tentang Jaminan Produk Halal, sehingga sebagian besar dari mereka

tidak menyadari bahwa pencantuman logo halal tanpa sertifikat resmi

merupakan pelanggaran hukum. Selain itu, keterbatasan kemampuan

ekonomi dan persepsi keliru mengenai besaran biaya sertifikasi turut menjadi

penghambat, padahal pemerintah telah menyediakan program Sertifikasi

Halal Gratis (Sehati) yang belum banyak diketahui oleh para pelaku usaha.

Hambatan teknis dan administratif dalam proses pendaftaran sertifikasi halal,

seperti permasalahan NIK yang telah terdaftar tanpa sepengetahuan pemilik

dan lambatnya penerbitan sertifikat oleh BPJPH, juga memperparah kondisi

ketidakpatuhan tersebut. Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah

lemahnya fungsi pengawasan oleh otoritas berwenang, yang menyebabkan

pelaku usaha tidak merasa terdorong untuk segera memenuhi kewajiban

sertifikasi halal karena tidak adanya teguran maupun sanksi yang pernah

dijatuhkan.



100

2. Penggunaan logo halal tanpa sertifikat resmi oleh pelaku UMKM di

Paguyuban Pasar Tiban Delegtukang menimbulkan akibat hukum yang

berdimensi ganda. Dari sisi hukum administratif, pelaku usaha yang terbukti

mencantumkan logo halal tanpa sertifikat resmi dapat dikenai sanksi berupa

teguran tertulis, denda administratif, hingga penarikan produk dari peredaran

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Dari sisi hukum pidana, Pasal 56 undang-undang yang sama mengancam

pelaku dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling

banyak dua miliar rupiah. Di samping itu, tindakan tersebut juga melanggar

hak-hak konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas informasi yang

benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk, yang apabila terbukti

menimbulkan kerugian dapat berujung pada tuntutan pidana dengan ancaman

penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah

berdasarkan Pasal 62 undang-undang tersebut. Absennya penegakan hukum

di lapangan tidak menghapuskan kualifikasi yuridis perbuatan tersebut

sebagai pelanggaran hukum, melainkan justru mencerminkan defisit

kepastian hukum yang nyata sebagaimana dikonsepkan oleh Jan Michiel

Otto.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang

diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya

memperbaiki kepatuhan hukum di bidang sertifikasi halal.
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Bagi pemerintah, khususnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

(BPJPH) dan Kementerian Agama, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi

secara masif dan terjangkau kepada pelaku usaha di tingkat pasar informal

mengenai prosedur dan kemudahan sertifikasi halal, termasuk program Sehati

yang telah tersedia. Selain itu, perlu dilakukan pembenahan layanan birokrasi

sertifikasi halal agar proses penerbitan sertifikat dapat berlangsung lebih cepat

dan responsif, sehingga tidak menciptakan kekosongan administratif yang

mendorong pelaku usaha untuk menggunakan logo halal secara sepihak. Fungsi

pengawasan di lapangan juga harus diperkuat dengan melibatkan pemerintah

daerah dan aparat setempat agar penegakan hukum dapat berjalan secara

konsisten dan berkelanjutan.

Bagi pelaku usaha UMKM, khususnya para pedagang di Paguyuban Pasar

Tiban Delegtukang, diharapkan untuk segera memanfaatkan program sertifikasi

halal gratis yang telah disediakan oleh pemerintah dan menghentikan

penggunaan logo halal tanpa dasar sertifikat yang sah, mengingat tindakan

tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berpotensi merugikan

konsumen dan menurunkan kepercayaan pasar terhadap produk yang mereka

jual.
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